
 

OPTIMALISASI MANAJEMEN MUTU BERBASIS JURAN TRILOGY 

DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN 

(STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG) 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan 

di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan  

 

 
 

Disusun Oleh: 

DANTA ARYASUTA PRATAMA 

NIT. 22313962 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

POLITEKNIK AGRARIA STPN 

2026 



ix 

 

ABSTRACT 

 

This study was motivated by the ineffective state of land administration services amid 

digital transformation, as evidenced by the high rate of deviations in the completion 

time for land rights transfer services, which reached 90.3% in the Greater Jakarta 

area. This study aims to analyze the optimization of quality management based on the 

Juran Trilogy in land rights transfer services at the Tangerang Regency Land Office. 

The study employed a qualitative method with a descriptive approach through 

observation, documentation, and interviews with 17 informants. The results indicate 

that quality planning is carried out by identifying user needs, which are then translated 

into quality characteristics while balancing daily workloads and the actual capacity 

of staff to mitigate the risk of Type III errors (addressing the wrong issues). Quality 

control is carried out through monitoring the KKP dashboard and the SITATA 

application, as well as the implementation of the adaptive “Main Catur” strategy 

(personnel rotation) by management to maintain the stability of the document flow in 

real time. Quality improvement is achieved through breakthrough measures that drive 

the transformation of the quality control system from a purely administrative SKMPP 

paradigm (physical and budgetary implementation) toward prescriptive analysis that 

functions as an early warning system for potential future land dispute risks. From the 

user’s perspective, it was found that the dominance of the PPAT group reflects a 

phenomenon of “structural distrust” among independent users toward bureaucratic 

complexity; that is, the humanistic role of staff remains a crucial factor as a 

technological companion for applicants with limited digital literacy. Although its 

effectiveness is still influenced by external factors such as the stability of the central 

system and the synchronization of historical data, the study concludes that the adaptive 

implementation of the Juran Trilogy, oriented toward “fitness for use,” is capable of 

enhancing legal certainty and the economic benefits derived from the service. 

Keywords: quality management, Juran Trilogy, public service, land administration 

service, land title transfer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi fundamental penyelenggaraan 

pemerintahan yang mencerminkan kemampuan negara dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara adil, transparan, dan efisien (Denhardt & Denhardt, 

2015; Dwiyanto, 2021). Perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap hak-hak administratif mendorong tuntutan 

terhadap pelayanan yang semakin cepat, akuntabel, dan responsif (Ayu Astuti, 

2022; Herawati et al., 2024). Kondisi tersebut menjadikan mutu pelayanan sebagai 

salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam praktik 

pemerintahan kontemporer, mutu pelayanan tidak semata-mata dinilai dari 

keluaran layanan, melainkan juga dari keteraturan proses, kepastian prosedur, dan 

konsistensi penerapan kebijakan (Dwiyanto, 2021; Pollitt & Bouckaert, 2017). 

Dalam perspektif manajemen mutu, mutu pelayanan berkaitan erat dengan tingkat 

kesesuaian antara layanan yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna atau 

fitness for use (De Feo, 2017). Pencapaian mutu tidak hanya ditentukan oleh hasil 

akhir, tetapi juga oleh bagaimana keseluruhan proses pelayanan direncanakan, 

dikendalikan, dan disempurnakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu 

tidak lagi dimaknai sebatas kepatuhan terhadap standar internal organisasi, 

melainkan sebagai kemampuan proses dalam menghasilkan layanan yang bernilai 

dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (De Feo, 2017; Oakland, 2014). 

Pelayanan di bidang pertanahan memiliki karakteristik yang kompleks karena 

tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak administratif, tetapi juga 

menyangkut kepastian hukum, penataan ruang, aktivitas ekonomi, dan stabilitas 

sosial (Fatmala, 2016; Yanuariza & Novitaningtyas, 2021). Kompleksitas tersebut 

menyebabkan setiap tahapan pelayanan harus dilaksanakan secara cermat karena 

ketidaktepatan pencatatan, ketidaksesuaian data yuridis maupun spasial, serta 

ketidakjelasan prosedur berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan yang 

berdampak luas terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi (Bennett et al., 2023; 

Burns et al., 2023). Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan pertanahan 
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memerlukan pengelolaan proses yang sistematis agar ketelitian administrasi, 

akurasi data, dan kepastian prosedur dapat terjaga secara konsisten. 

Kajian administrasi publik menunjukkan bahwa mutu pelayanan sangat 

ditentukan oleh kualitas pengelolaan proses dan konsistensi pelaksanaan standar 

kerja (Dwiyanto, 2021; Osborne et al., 2016). Dalam konteks pertanahan, 

pengelolaan proses yang kurang sistematis dan lemahnya pengendalian terhadap 

pelaksanaan layanan dapat menimbulkan variasi layanan, keterlambatan 

penyelesaian permohonan, serta menyebabkan penerapan prosedur dan waktu 

penyelesaian layanan menjadi tidak konsisten bagi pengguna (Bennett et al., 2023; 

Burns et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan pertanahan tidak 

cukup dilakukan melalui penyusunan regulasi semata, tetapi juga memerlukan 

pengelolaan proses yang mencakup perencanaan, pengendalian, dan perbaikan 

secara berkelanjutan. 

Salah satu upaya modernisasi pelayanan pertanahan dilakukan melalui 

transformasi digital, antara lain melalui digitalisasi arsip, penerapan layanan 

elektronik, dan integrasi sistem informasi. Digitalisasi dipandang mampu 

meningkatkan efisiensi administrasi dan ketepatan data (Aditya et al., 2020). 

Namun, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam 

sektor publik tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada 

kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan tata kelola yang 

adaptif dalam penyelenggaraan pelayanan (Janssen & van der Voort, 2020). 

Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai instrumen pendukung pelayanan, 

sedangkan peningkatan mutu tetap ditentukan oleh bagaimana proses pelayanan 

direncanakan, dikendalikan, dan diperbaiki secara berkelanjutan. 

Temuan empiris menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan masih berada 

pada kondisi yang belum efektif. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

tahun 2022 mencatat bahwa rata-rata ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan 

pertanahan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

(Jabodetabek) mencapai 73,49%. Jenis layanan peralihan hak jual beli 

menunjukkan tingkat penyimpangan tertinggi sebesar 90,3%, diikuti oleh 

perubahan hak sebesar 73,4% dan roya sebesar 73,3%. Selain itu, sebanyak 

65,72% pengguna layanan mengakses pelayanan melalui kuasa, yang 
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menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna masih mengandalkan perantara 

dalam mengakses layanan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akses 

pelayanan secara mandiri belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi 

pengguna. Dari sisi pembiayaan, 63,83% responden menyatakan adanya pungutan 

di luar biaya resmi, bahkan 53% di antaranya melaporkan tambahan biaya lebih 

dari 200% dibandingkan tarif yang ditetapkan. KPK juga menemukan 12.142 

berkas yang telah selesai, tetapi belum diserahkan kepada pemohon dengan rata-

rata waktu penumpukan mencapai 493 hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

permasalahan pelayanan pertanahan tidak semata-mata berkaitan dengan 

keterlambatan penyelesaian layanan sebagai luaran pelayanan, tetapi juga 

mencerminkan adanya kelemahan dalam pengelolaan proses pelayanan. 

Ketidaktepatan waktu, tingginya penggunaan kuasa, serta penumpukan berkas 

mengindikasikan bahwa proses pelayanan belum sepenuhnya direncanakan, 

dikendalikan, dan diperbaiki secara optimal. Dengan demikian, persoalan 

pelayanan pertanahan tidak cukup dipahami sebagai persoalan kepatuhan terhadap 

standar pelayanan, tetapi perlu dianalisis sebagai persoalan manajemen mutu 

proses. 

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas 

penyelenggaraan pelayanan pertanahan belum sepenuhnya efektif. Meskipun 

berbagai regulasi, standar pelayanan, dan transformasi digital telah diterapkan, 

berbagai indikator empiris masih menunjukkan adanya kesenjangan antara target 

penyelenggaraan pelayanan dengan pengalaman yang dirasakan pengguna 

layanan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan mutu pelayanan 

tidak dapat hanya diukur melalui keberadaan standar atau digitalisasi, tetapi juga 

perlu ditinjau dari efektivitas pengelolaan proses pelayanan secara menyeluruh. 

Di antara berbagai jenis pelayanan pertanahan, layanan peralihan hak 

merupakan layanan yang melibatkan serangkaian tahapan pemeriksaan dokumen, 

validasi data yuridis dan spasial, serta pencatatan perubahan hak yang harus 

dilakukan secara akurat. Karakteristik tersebut menyebabkan mutu pelayanan 

sangat bergantung pada pengelolaan proses yang sistematis dan konsisten pada 

setiap tahapan pelayanan. Temuan KPK tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 

layanan peralihan hak jual beli memiliki tingkat penyimpangan waktu 
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penyelesaian tertinggi sebesar 90,3% semakin menguatkan bahwa pengelolaan 

proses pada layanan ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga 

memerlukan sistem manajemen mutu yang mampu menjaga konsistensi proses 

pelayanan secara berkelanjutan. 

Peningkatan mutu pelayanan pertanahan telah memperoleh landasan regulatif 

melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Kendali Mutu Program 

Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang (SKMPP) serta pedoman evaluasi pelayanan 

publik dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 dan Nomor 4 Tahun 2023. Melalui regulasi 

tersebut, pemerintah menempatkan pengendalian mutu dan evaluasi kinerja 

sebagai instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk 

pelayanan pertanahan. Dalam konteks tersebut, SKMPP telah menyediakan 

kerangka pengendalian mutu program. Akan tetapi, instrumen tersebut cenderung 

masih terjebak pada paradigma mutu yang sempit, yakni fokus utama 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 15 adalah pada pengisian realisasi 

target fisik dan penyerapan anggaran. Kondisi ini menyebabkan mutu pelayanan 

sering kali hanya dinilai dari tercapainya angka-angka statistik laporan, tanpa 

membedah bagaimana kualitas proses internal dijalankan dan sejauh mana 

layanan tersebut memberikan nilai guna bagi masyarakat. Oleh karena itu, 

penelitian ini memandang bahwa evaluasi mutu pelayanan perlu dilengkapi 

dengan analisis terhadap proses perencanaan, pengendalian, dan perbaikan mutu 

sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. 

Peningkatan mutu pelayanan publik membutuhkan kerangka manajemen 

mutu yang mampu menjaga keteraturan proses, konsistensi prosedur, dan 

ketepatan data. Berbagai pendekatan manajemen mutu telah dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti Total Quality Management 

(TQM), ISO 9001, dan Six Sigma. Namun, karakteristik pelayanan pertanahan 

yang melibatkan proses administratif berjenjang, validasi data yuridis dan spasial, 

serta koordinasi lintas fungsi membutuhkan kerangka analisis yang mampu 

menjelaskan keterkaitan antarproses pelayanan, bukan sekadar standar organisasi 

atau pengendalian statistik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Juran 
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Trilogy karena secara eksplisit memandang mutu sebagai hasil integrasi antara 

perencanaan, pengendalian, dan perbaikan mutu (Evans & Lindsay, 2020; 

Goetsch & Davis, 2014; Oakland, 2014). 

Dalam kerangka tersebut, Juran Trilogy menawarkan pendekatan operasional 

yang memandang mutu sebagai hasil dari tiga komponen utama, yaitu 

perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu (Juran, 1986). 

Pendekatan ini menempatkan proses sebagai pusat kualitas pelayanan melalui 

keterpaduan perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu yang 

membentuk suatu siklus berkelanjutan sehingga kelemahan pada salah satu tahap 

dapat memengaruhi mutu pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Juran 

Trilogy dinilai relevan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana mutu 

pelayanan pertanahan direncanakan, dikendalikan, dan diperbaiki dalam praktik 

penyelenggaraan layanan peralihan hak atas tanah. 

Meskipun Juran Trilogy telah banyak digunakan dalam kajian mutu pada 

sektor pendidikan dan kesehatan, penerapannya dalam konteks pelayanan 

pertanahan masih terbatas, khususnya pada wilayah dengan beban pelayanan 

tinggi dan kompleksitas administratif yang besar (Al Faruq et al., 2023; Nafisah 

& Wulandari, 2014; Susilo et al., 2021). Dengan demikian, masih sedikit 

penelitian yang mengkaji bagaimana perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan 

perbaikan mutu diterapkan secara konkret dalam pelayanan pertanahan. Di sisi 

lain, sebagian besar kajian lebih banyak berfokus pada perspektif organisasi, 

sementara penelitian yang menempatkan pengguna layanan sebagai pihak yang 

secara langsung menerima hasil pelayanan masih sedikit. Akibatnya, kajian yang 

menghubungkan pengelolaan proses mutu di tingkat organisasi dengan 

pengalaman pengguna dalam menerima layanan masih terbatas, padahal 

keterkaitan kedua aspek tersebut diperlukan untuk menilai apakah proses 

pelayanan yang dikelola organisasi benar-benar menghasilkan layanan yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Berdasarkan berbagai permasalahan mutu pelayanan pertanahan serta 

keterbatasan kajian mengenai penerapan perencanaan mutu, pengendalian mutu, 

dan perbaikan mutu dalam pelayanan pertanahan, diperlukan penelitian yang 

menganalisis manajemen mutu pelayanan pertanahan menggunakan kerangka 
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Juran Trilogy. Analisis tersebut tidak hanya diarahkan untuk menggambarkan 

penerapan perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu dalam 

pelayanan peralihan hak atas tanah, tetapi juga untuk menelaah keterkaitan antara 

proses internal organisasi dengan pengalaman pengguna layanan. Melalui 

pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi 

optimalisasi manajemen mutu yang mendukung peningkatan mutu pelayanan 

pertanahan secara berkelanjutan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan persoalan mutu pelayanan pertanahan dan relevansi 

kerangka Juran Trilogy, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan mutu dalam pelayanan peralihan hak atas tanah 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang? 

2. Bagaimana pengendalian mutu dalam pelayanan peralihan hak atas tanah 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang? 

3. Bagaimana perbaikan mutu dalam pelayanan peralihan hak atas tanah di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang? 

4. Bagaimana pengalaman pengguna layanan terhadap mutu pelayanan 

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis perencanaan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan 

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. 

b. Menganalisis pengendalian mutu dalam menjaga konsistensi pelaksanaan 

pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tangerang. 

c. Menganalisis perbaikan mutu sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu 

pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tangerang. 

d. Menganalisis pengalaman pengguna layanan terhadap mutu pelayanan 

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. 
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2. Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis dan 

praktis sebagai berikut: 

a. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian manajemen mutu 

pelayanan publik melalui penerapan kerangka Juran Trilogy dalam 

konteks pelayanan peralihan hak atas tanah. Penelitian ini juga dapat 

memperluas pemahaman mengenai hubungan antara perencanaan mutu, 

pengendalian mutu, dan perbaikan mutu dengan mutu pelayanan yang 

dirasakan pengguna. 

b. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan manajemen mutu 

pelayanan peralihan hak atas tanah melalui penguatan perencanaan mutu, 

pengendalian mutu, perbaikan mutu, serta peningkatan kesesuaian 

pelayanan dengan kebutuhan pengguna. 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi manajemen mutu 

berbasis Juran Trilogy dalam pelayanan publik bidang pertanahan pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tangerang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Mutu  

Perencanaan mutu dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan 

harapan pengguna yang diperoleh dari pengelolaan pengaduan, interaksi 

langsung, pemanfaatan sistem informasi digital, serta evaluasi kinerja 

pelayanan. Kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi karakteristik mutu 

berupa kecepatan, transparansi, akurasi data, kepastian hukum, dan 

stabilitas proses. Untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi merancang 

proses pelayanan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara 

volume permohonan harian dan kapasitas riil petugas guna memitigasi 

risiko Error Type III. Kesiapan organisasi dibangun melalui strategi 

adaptif “Main Catur” dalam pendayagunaan SDM, penyediaan 

infrastruktur digital, serta penetapan sasaran mutu yang tidak hanya 

berfokus pada ketepatan waktu (SOP), tetapi juga pada penguatan fungsi 

peringatan dini (early warning system) terhadap potensi sengketa di masa 

depan. Dengan demikian, perencanaan mutu menunjukkan keterpaduan 

antara kebutuhan pengguna, desain proses yang realistis, kesiapan 

organisasi yang fleksibel, dan sasaran mutu yang berorientasi pada 

kemanfaatan masyarakat (fitness for use). 

2. Pengendalian Mutu  

Pengendalian mutu dilaksanakan melalui pemantauan berbasis 

sistem digital (SITATA dan dashboard KKP) serta pengawasan 

administratif guna menjaga stabilitas proses. Melalui mekanisme ini, 

organisasi mengidentifikasi berbagai penyimpangan seperti 

ketidaksinkronan data, hambatan sistem, dan keterlambatan. Analisis 

penyimpangan menunjukkan bahwa pelayanan dipengaruhi oleh faktor 
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stabilitas sistem pusat, kualitas data historis, serta ketidakseimbangan 

beban kerja yang berpotensi menimbulkan Error Type III. Untuk 

mengendalikan hal tersebut, organisasi menerapkan tindakan korektif 

melalui koordinasi internal, komunikasi pengguna, serta strategi “Main 

Catur”, yakni pimpinan berfungsi sebagai “pengendali lalu lintas” yang 

melakukan rotasi personel berdasarkan data kinerja real-time. Seluruh 

hasil pengendalian dievaluasi untuk memitigasi “bias formalitas” dalam 

pelaporan kinerja sekaligus mendorong transformasi sistem kendali mutu 

menuju analisis preskriptif yang berfungsi sebagai early warning system 

terhadap risiko sengketa pertanahan di masa depan. 

3. Perbaikan Mutu 

Perbaikan mutu dilaksanakan melalui identifikasi masalah prioritas 

guna memitigasi risiko kelelahan menyeluruh dan Error Type III. Fokus 

perbaikan diarahkan pada stabilitas sistem digital, sinkronisasi data 

historis, dan hambatan validasi di tahap awal. Berdasarkan analisis akar 

masalah, organisasi melakukan langkah terobosan (breakthrough) 

melalui strategi adaptif “Main Catur” dalam pengelolaan beban kerja, 

percepatan alih media warkah, serta penyempurnaan alur otorisasi digital. 

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan efisiensi proses, tetapi 

penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan mutu tidak boleh hanya 

terjebak pada paradigma administratif SKMPP yang berfokus pada 

realisasi fisik dan anggaran. Organisasi perlu bertransformasi menuju 

analisis preskriptif yang berfungsi sebagai early warning system untuk 

mendeteksi potensi sengketa pertanahan di masa depan. Dengan 

demikian, perbaikan mutu merupakan proses berkelanjutan untuk 

meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menghasilkan layanan yang 

adaptif dan memenuhi ekspektasi nyata masyarakat. 

4. Perspektif Pengguna 

Mutu pelayanan peralihan hak atas tanah dari perspektif pengguna 

terbentuk melalui akumulasi pengalaman selama mengikuti proses, 

kualitas interaksi manusia, serta kemanfaatan hasil layanan yang diterima. 

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi kelompok PPAT dalam 
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pemanfaatan layanan mencerminkan fenomena “ketidakpercayaan 

struktural”, yakni pengguna mandiri cenderung “menyerah” pada 

prosedur birokrasi yang dianggap kompleks meskipun organisasi telah 

menyediakan sistem digital. Meskipun secara statistik IKM mencapai 

skor 3,90 (Sangat Baik), secara substansi masih terdapat kesenjangan 

kepercayaan publik yang menyebabkan penggunaan jasa kuasa tetap 

menjadi pilihan utama bagi pemohon mandiri. 

Dalam pengalaman tersebut, pengguna menghadapi titik kritis pada 

tahap verifikasi awal dan sinkronisasi data, yakni peran humanis petugas 

pelayanan menjadi faktor penentu sebagai fasilitator bagi pengguna 

dengan keterbatasan literasi digital guna menjembatani hambatan sistem 

teknologi. Terkait hasil layanan, sertipikat elektronik dipersepsikan 

memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi, tetapi masih 

diperlukan penguatan edukasi untuk menghilangkan keraguan psikologis 

sebagian masyarakat terhadap kekuatan hukum produk digital tersebut. 

Dengan demikian, mutu pelayanan dari perspektif pengguna ditentukan 

oleh kemampuan organisasi mengelola titik kritis proses sekaligus 

membangun interaksi yang empatik, guna menghasilkan layanan yang 

benar-benar memenuhi ekspektasi dan kebutuhan nyata masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kementerian ATR/BPN 

a. Memperkuat dukungan infrastruktur teknologi informasi yang 

menjadi tulang punggung penyelenggaraan layanan pertanahan 

berbasis elektronik melalui peningkatan kapasitas server, 

penyempurnaan aplikasi pelayanan nasional, serta penguatan integrasi 

data pertanahan. Langkah tersebut penting mengingat stabilitas sistem 

digital dan kualitas integrasi data merupakan faktor yang paling sering 

memengaruhi kelancaran pelayanan dan efektivitas perbaikan mutu di 

kantor pertanahan. 
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b. Melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan terhadap 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

SKMPP. Kementerian perlu menggeser paradigma pengendalian 

mutu dari yang semula berfokus pada output (realisasi fisik dan 

anggaran) menuju pengendalian berbasis proses dan hasil (outcome). 

SKMPP di masa depan sebaiknya mengintegrasikan prinsip-prinsip 

Juran Trilogy yang lebih operasional, mencakup pemantauan 

kapasitas organisasi secara riil, mitigasi risiko operasional digital, dan 

penyelarasan indikator kinerja dengan ekspektasi nyata pengguna 

layanan di lapangan. 

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 

a. Memperkuat keberlanjutan berbagai inovasi pelayanan melalui 

penyusunan prosedur kerja yang terdokumentasi dan terstandar agar 

praktik perbaikan mutu yang telah berjalan dapat dilaksanakan secara 

konsisten dan berkelanjutan. 

b. Memperkuat mekanisme validasi data dan pemeriksaan dokumen 

pada tahap awal pelayanan guna meminimalkan ketidaksesuaian data 

yang berpotensi menimbulkan hambatan pada tahapan pelayanan 

berikutnya. 

c. Meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait 

penggunaan layanan pertanahan elektronik dan sertipikat elektronik, 

khususnya bagi pengguna yang memiliki keterbatasan literasi digital 

sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih 

merata oleh seluruh kelompok pengguna. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Dari aspek metodologi, penelitian dapat menggunakan format 

penelitian kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh 

gambaran yang lebih terukur mengenai penerapan perencanaan mutu, 

pengendalian mutu, perbaikan mutu, dan mutu pelayanan yang 

dirasakan pengguna.  

b. Dari aspek lokasi, penelitian dapat dilakukan pada kantor pertanahan 

yang memiliki karakteristik wilayah, tingkat digitalisasi, dan volume 



190 

 

pelayanan yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai penerapan manajemen mutu pada berbagai 

konteks pelayanan pertanahan.  

c. Dari aspek substansi, penelitian dapat diarahkan pada kajian 

mengenai integrasi data pertanahan lintas instansi, transformasi digital 

pertanahan, keamanan informasi, pelindungan data pribadi, serta 

implementasi sertipikat elektronik dalam mendukung peningkatan 

mutu pelayanan pertanahan di Indonesia. 
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